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Pembangunan nasional yang dilaksanakan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) yang telah mengalami empat kali amandemen dan dalam Bab I Pasal 1 Ayat (3) disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian negara Indonesia menganut asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban dan keadilan (sociale gerechtigheid) bagi seluruh rakyat​[1]​. Hal ini sejalan dengan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia khususnya Sila Ke-5 yang menghendaki Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 
Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksana dari perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan. 
Salah satu usaha yang ditempuh oleh pengusaha dalam rangka melakukan efisiensi dalam pengelola usahanya  dengan merekrut tenaga alih daya disebut juga sub kontrak sebagaimana  diatur dalam Pasal 64 Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penempatan Tenaga Kerja 
Mendasarkan pada ketentuan di atas, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerja atau penyedia jasa pekerja. Pada dasarnya terdapat mekanisme pengaturan menganai tindakan perusahaan dalam mempekerjakan tenaga kerja alih daya sebagaimana diatur dalam Pemerintah di bawah Kementrian mengeluarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan PerMeNakerTrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan kepada Perusahaan Lain. 
Adanya tenaga kerja alih daya merupakan keseriusan pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam bidang ekonomi. Hal tersebut termaktub dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi disebutkan bahwa alih daya sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan dengan serius dalam menarik iklim investasi ke Indonesia. 
Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan pemberi jasa pekerja harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi yang meliputi lima bentuk pekerjaan, yaitu: 
1.	Usaha pelayanan kebersihan (cleaning service); 
2.	Usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering); 
3.	Usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan); 
4.	Usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; 
5.	Usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh. 
Mengkaji Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menegaskan bahwa perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi tenaga kerja alah daya sekurang-kurangnya harus sama dengan pekerja di perusahaan pemberi kerja tidak terkecuali pekerja alih daya, namun penulis pekerja alih daya selama ini masih cenderung menjadi pihak yang dirugikan oleh pihak perusahaan pemberi kerja. Kerugian ini antara lain disebabkan hubungan kerja yang pada umumnya bersifat tidak tetap atau bersifat kontrak, jaminan sosial yang hanya sebatas minimal, dan jaminan pengembangan karir tidak ada​[2]​. Hal ini dapat menyebabkan sengsara kepada pekerja dan membuat kaburnya hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan.
Pelaksanaan pekerja alih daya banyak dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menekan biaya pekerja dengan memperkecil bahkan menghilangkan perlindungan dan syarat kerja yang diberikan jauh di bawah dari yang seharusnya diberikan sehingga sangat merugikan pekerja​[3]​.  Adanya model kontrak terhadap pekerja alih daya memberikan peluang dan memunculkan konflik perburuhan bila penerapan pekerja alih daya tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, hal ini juga terjadi karena negara Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang khusus mengatur mengenai status pekerja dari perusahaan penyedia jasa. Konflik hubungan kerja ini bahkan terus berlanjut hingga terjadi perselisihan hubungan industrial yang dibawa hingga tingkat Kasasi​[4]​. 
Salah satu contoh kongkrit dari permsalahan alih daya yang menjadi konsentrasi penulis dalam melakukan penelitian dalam bentuk tesis ini adalah adanya PHK yang sepihak dari perusahaan penyedia kerja sebagaimana terjadi di PT Mitra Usaha Karya (PT. MUK) yang mengakibatkan tidak dipenuhinya hak pekerja secara maksimal. Pemutusan hubungan kerja secara sepihak ini membuat pekerja alih daya seolah tidak mempunyai ruang gerak untuk melakukan upaya hukum, karena pada dasarnya mereka (pekerja alih daya) bukan merupakan pekerja dari perusahaan pemberi kerja. Keadaan semacam ini merupakan fenomena bagi pekerja alih daya yang notabenenya adalah pekerja dinaungi oleh ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan, namun dalam pelaksanaannya seolah tidak ada perlindunganhukum untuk melakukan tindakn hukum dalam hubungan industrial yang terjadi.
Mendasarkan pada permasalahan di atas, maka penulis mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan pekerja alih daya dengan meneliti dalam sebuah tesis yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Alih Daya Kaitannya Dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada PT Mitra Usaha Karya di Hubungkan Dengan UU No. 13 Tahun 2003”

B.	Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1.	Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja alih daya yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
2.	Bagaimana kepastian hukum bagi pekerja alih daya yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dihubungkan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?




Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini dapat menggambarkan fakta-fakta yang timbul dari masalah-masalah yang akan dianalisis dengan pendekatan sebagai berikut :
1.	Spesifikasi Penelitian
	Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (peundang-undangan) bahan hukum sekunder (buku-buku dan bahan kepustakaan) dan bahan tersier (ensiklopedia, kamus-kamus, black law distionary).
	Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder, fokus penelitian ini adalah menggambarkan kajian hukum ketenagakerjaan dimana dapat dibedakan dalam 5 (lima) jenis penelitian yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum in conreto, penelitian terhadap sistematika hukum serta penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum.
2.	Metode Pendekatan
	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan data sekunder, bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yaitu teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis dan menarik kesimpulan dari masalah yang digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut. Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.





Mengkaji ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, hal ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selain dapat berlangsung secara normal dan damai, juga dapat dilaksanakan manakala terjadi pelanggaran hukum, dalam hal inilah hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum tersebut hukum kemudian menjadi kenyataan.​[5]​
Pembangunan nasional yang dilaksanakan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 selanjutnya ditulis UUD 1945 yang telah mengalami empat kali amandemen dan dalam Bab I Pasal 1 Ayat (3) disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian negara Indonesia menganut asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban dan keadilan (sociale gerechtigheid) bagi seluruh rakyat.​[6]​ Hal ini sejalan dengan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia khususnya Sila Ke-5 yang menghendaki Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.​[7]​
Pelaksanaan pembangunan di bidang hukum erat kaitannya dengan tujuan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang sedang membangun sehingga hukum harus dapat berperan membantu proses perubahan dalam masyarakat​[8]​. Peranan hukum sangatlah penting bukan saja berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat, tetapi juga membantu dalam proses perubahan masyarakat, atau dapat dikatakan bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat.​[9]​
Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep  tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan  dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih detail Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa: “Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat”. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun yang dalam difinisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”​[10]​
Pokok pikiran fungsi hukum dalam pembangunan adalah:​[11]​
1.	Bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan  merupakan  sesuatu yang diinginkan  atau bahkan di pandang perlu.
2.	Bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan atau  pembaharuan.
Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum yaitu​[12]​:
1.	arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban (order) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Disamping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. 
2.	hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainya. Oleh karenanya, antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat antara yang satu dan lainnya. Namun jika ada ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan kaidah sosial, maka dalam penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya. 
3.	hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaanya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yag berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. 
4.	hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (values) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (The living law) dalam masyarakat yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. 
5.	hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.
Mochtar Kusumaatmadja juga memberikan defini hukum yang lebih memadai bahwa hukum seharusnya tidak hanya dipandang sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (instituions) dan proses (procces) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan​[13]​. Jika dianalisis, makna definisi tersebut adalah​[14]​: 
1.	kata asas dan kaidah menggambarkan hukum sebagai gejala normatif, sedang kata lembaga dan proses menggambarkan hukum sebagai gejala sosial. 
2.	kata asas menggambarkan bahwa Mochtar memperhatikan aliran hukum alam, karena asas itu ada kaitannya dengan nilai-nilai moral tertinggi yaitu keadilan, sedangkan kata kaidah menggambarkan bahwa Mochtar memperhatikan pengaruh aliran positivisme hukum karena kata kaidah mempunyai sifat normatif. Sedang kata lembaga menggambarkan bahwa Mochtar memperhatikan pandangan mazhab sejarah. Kata proses memperhatikan pandangan Pragmatic legal realism dari Roscoe Pound, yaitu proses terbentuknya putusan hakim di pengadilan. Lebih lanjut kata lembaga dan proses mencerminkan pandangan Sosiological jurisprudence karena lembaga dan proses merupakan cerminan dari living law yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis yang hidup di masyarakat. Kata kaidah mencerminknan berlakunya kaidah dalam kenyataan menggambarkan bahwa bentuk hukum haruslah undang-undang. 
Sehubungan dengan teori hukum pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hakikat pembangunan dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu segi kehidupan. Masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan sehingga peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau bahkan kombinasi dari kedua-duanya, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan​[15]​. Adapun masalah-masalah dalam suatu masyarakat yang sedang membangun yang harus diatur oleh hukum secara garis besar dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu: 
1.	masalah-masalah yang langsung mengenai kehidupan pribadi seseorang dan erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spritual masyarakat
2.	masalah-masalah yang bertalian dengan masyarakat dan kemajuan pada umumnya dikaitkan dengan faktor-faktor lain dalam masyarakat terutama faktor ekonomi, sosial dan kebudayaan, serta bertambah pentingnya peranan teknologi dalam kehidupan masyarakat modern​[16]​. 
Salah satu kajian mengenai pembangunan hukum adalah hukum ketenagankerjaan.  Sektor tenaga kerja memegang peranan penting di dalam menunjang serta mendukung terhadap lancarnya pembangunan nasional sehingga hal-hal mengenai hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan pun turut diatur di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.​[17]​
Hal tersebut sesuai dengan pernyataan umum tentang Hak-hak Asasi Manusia Pasal 23 Ayat (1) yang berbunyi:
‘Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik, dan berhak atas perlindungan dari pengangguran.’
Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, di dalam Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan:
‘Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.’
Ketentuan mengenai ketenaga kerjaan harus mencerminkan suatu kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi pengusaha dan pekerja. Peraturan terkait ketenagakerjaan tidak hanya merujuk pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, namun Undang-Undang lain yang berkaitan diantaranya Undang-Undang No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/serikat Buruh, Undang-Undang N0. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hingga peraturan perundangan-undangan terkait lainnya.
Pada buku yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki, Van Alperdorn mengemukakan pengertian kepastian hukum yaitu ​[18]​:
“Pertama, kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang laku untuk masalah-masalah konkret. Dengan demikian pihak-pihak yang berpekara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan digunakan dalam sengketa tersebut. Kedua kepastian hukum berarti perlindungan hukum dalam hal ini pihak yang bersengketa dapat dihindarkan dari kesewenang-wenangan penghakiman.”  
Menurut Radbruch dan Theo Hujibers hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan karena kepastian hukum harus terus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif selalu harus ditaati walaupun isinya kurang adil dan kurang sesuai dengan tujuan hukum tertentu tetapi walau demikian terdapat pengecualian yaitu bila pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar sehingga tata hukum itu nampak tidak begitu adil pada saat itu tata hukum boleh di lepaskan​[19]​.
Salah satu usaha yang ditempuh oleh pengusaha dalam rangka melakukan efisiensi dalam pengelola usahanya  dengan merekrut tenaga alih daya disebut juga sub kontrak yaitu memborongkan sebagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang tadinya dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut perusahaan penerima pekerjaan. Pengertian alih daya terdapat dalam Pasal 1601b  KHU Perdata  :
“Pemborong pekerja adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu ,si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang di tentukan.”. 	

Langkah untuk memperjelas terhadap batasan regulasi antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (alih daya)  dalam hal penyerahan sebagian pekerjaan terhadap perusahaan lain, pemerintah telah mengatur dalam Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 pada Pasal 19 dan Pasal 27 ayat (1). Hal tersebut diatur juga dalam Pasal 64 Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan perkerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerja atau penyedia jasa pekerja yang dibuat secara tertulis​[20]​, hal ini juga diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penempatan Tenaga Kerja yang menyatakan:
“Pekerjaan yang dapat diserahkan untuk pekerja alih daya adalah: Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja; Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; serta tidak menghambat produksi secara langsung”​[21]​. 

Hal yang riskan akan tenaga alih daya adalah adanya PHK kaena perusahaan yang mempekerjakan tenaga alih daya sulit mengakui keberadaan dari tenaga alih daya yang dimilikinya yang hal ini berbeda dengan pengakuan perusahaan terhdap karyawan tetap yang dimilikinya. PHK yang menjadi momok bagi tenaga kerja alih daya diatur dalam secara jelas dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 pada : Pasal 152 ayat (1), Pasal 155 ayat (2), dan Pasal 156 ayat (1).	
Berdasarkan Undang-Undang Ketenakerjaan diatas, maka keluar keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Kep 150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan, yang dituangkan dalam Pasal 1 angka (1 - 4), Pasal 2 ayat (1 dan 2). 
Pada dasarnya, meskipun tenagan kerja alih daya bukan merupakan tenaga kerja “tetap” yang dimiliki oleh perusahaan pemberi kerja, namun harus tetap mendapatkan perlindungan, hal tersebut dapat diketahui dari jenis perlindungan bagi tenaga kerja yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam​[22]​, yaitu:
1.	Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya.
2.	Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
3.	Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.

Aspek perlindungan hukum kepada pekerja diarahkan pada upaya untuk menghindari adanya eksploitasi oleh pemberi kerja (pengusaha), mengingat posisinya memungkinkan untuk melakukan tindakan tersebut. Perlindungan hukum terhadap pekerja dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dilakukan dengan menetapkan berbagai peraturan yang bersifat memaksa. 
Perlindungan terhadap pekerja alih daya, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun para pihak dalam hubungan industrial dalam hal ini pengusaha dan pekerja dapat membuat perjanjian dengan bebas, namun demikian isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah yang bertujuan untuk melindungi pekerja sebagai pihak yang lemah. Pekerja kontrak adalah pekerja yang perjanjian kerjanya diatur dalam perjanjian kontrak antara pekerja dan pengusaha/perusahaan dengan masa kerja misalnya 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun, maka setelah 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun masa kontrak tersebut selesai, para pekerja tidak dapat bekerja lagi di perusahaan tersebut, kecuali dia menandatangani perjanjian kontrak untuk masa kerja yang baru. 
Dengan keterbatasan masa kerja sebagaimana disebutkan diatas maka pekerja kontrak ini adalah pekerja yang tidak dapat mempertahankan hak-haknya, pekerja dengan status kontrak dengan perjanjian kerja waktu tertentu tidak mendapatkan lagi hak atas uang pesangon, uang penghargaan serta uang ganti rugi jika di PHK oleh perusahaan/diputus kontraknya. Bahkan banyak perusahaan yang tidak memberikan hak-hak pekerja kontrak dengan tidak memberikan jaminan sosial tenaga kerja seperti Asuransi kesehatan, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT) maupun Jaminan Kematian (JK).
Sistem kerja kontrak dan alih daya lahir di Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan kepentingan kapitalis agar bisa mendapatkan biaya tenaga kerja murah dan dapat meminimalisasi biaya operasional. Sistem ini telah berjalan bertahun-tahun di Indonesia yang mengakibatkan posisi pekerja sangat lemah di hadapan pengusaha. Pekerja yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang baik serta pekerja yang tidak memilik keterampilan (Unskill) akan menjadi sasaran atau target bagi perusahaan penyalur tenaga kerja untuk mempekerjakan mereka dengan sistem kerja kontrak dan alih daya.
Bahasan mengenai sistem kerja kontrak dan alih daya, bukan hal yang baru dalam dunia industri. Meskipun banyak gelombang aksi protes dan demontrasi dari pekerja kontrak, alih daya dan serikat buruh, namun sistem kerja kontrak dan alih daya ini terus berjalan dengan berbagai macam alasan dan sejumlah tindakan pelangggaran yang dilakukan baik oleh perusahaan pengguna tenaga kerja maupun perusahaan penyalur tenaga kerja. Sistem kerja kontrak dan alih daya adalah dua hal yang berbeda, baik dari definisi atau substansinya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 60.





Berdasarkan hasil analisi yang dilakukan penulis pada bab iv maka dapat disimpulkan bahwa:
4.	Perlindungan hukum bagi pekerja alih daya yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dapat dilihat dari konsep perlindungan kerja sistem outsourcing itu harus dimulai sejak adanya perjanjian kerja yang mengakibatkan terjadinya hubungan  kerja antara pekerja outsource dengan perusahaan  outsourcing. Perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dibidang ketenagakerajaan (Pasal 51 Undang-undang nomor 13 Tahun 2003).  Kemudian Pasal 52 Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan  bahwa perjanjian kerja dibuat tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Perjanjian kerja yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud  berakibat batal demi hukum. Selain itu, dengan mengkaji ketentuan Pasal 151 dan pasal 155 UU Ketenagakerjaan di atas, maka keputusan PHK secara sepihak dan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial terlebih dulu, menjadi batal demi hukum.
5.	Kepastian hukum bagi pekerja alih daya yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dihubungkan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dapat dilihat dari konsistensi atau sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertical berhubungan dengan mempertanggungjawabkan pada peraturan perundang-undangan yakni UUD 1945 sedangkan jika dihubungkan dengan sinkronisasi perundang-undangan secara horizontal antara Undang-undang ketenagakerjaan dengan Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan perlindungan kepada pekerja Outsourcing, ketentuan Pasal 65-66 Undang-undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang Outsourcing tidak sejalan dengan Hak-hak pekerja yang sudah diatur di dalam Undang-undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan Pasal 99 “setiap pekerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja”, tetapi karena di dalam ketentuan Pasal 65-66 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang mempunyai masa kerja terbatas maka hak-hak pekerja Outsourcing akan sulit diterapkan.  
6.	Penyelesaian permasalahan bagi pekerja alih daya dalam memperoleh hak-haknya setelah dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan jalur pengadilan maupun jalur pengadilan.
B.	Saran
1.	Adanya perjanjian kerja yang yang menanungi hubungan kerja pekerja alih daya dan perusahaan  pemberi kerja harus dibuat seadil mungkin dengan meliibatkan serikat perkerja, sehingga “kecurangan” yang merugikan pekerja yang berasal dari perjanjian kerja dapat dihindari
2.	Adanya hukum sebagai alat untuk menjamin kepastian hukum tidak akan ada akibatnya ketika hukum tersebut tiak dijalankan. Oleh sebab itu, menjalankan segala jalur hukum adalah jalan terbaik untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum
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